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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten.tang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

1. 

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Tebo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertangungjawaban 
pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATITEBO, 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

PERATURAN BUPATI TEBO 
NOMOR ua: TAHUN 2023 

BUPATI TEBO 
PROVINSI JAMBI 

Mengingat 

Menimbang 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5767); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 



Rp l.175.441.007.742,31 Jumlah Pendapatan 

Perimbangan 
c. Jumlah Transfer Rp 120.466.880. 700,00 

Pemerintah Pu sat 
Lainnya 

d. Jumlah Transfer Rp 75.785.680.529,00 
Pemerintah Provinsi 

e. Jumlah Lain-lain Rp 13.653.000.000,00 
Pendapatan Yang Sah 

Rp 86.173.512.980,31 
Rp 879.361.933.533,00 

Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Jumlah Transfer 

Pemerintah Pusat Dana 

( 1). 

Laporan realisasi anggaran daerah tahun anggaran 2022 terdiri atas: 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12). 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 
2021 Nomor 14 ); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 



~ 
A RAH KABUPATEN TEBO 

023NOMOR .c,2 

Ditetapkan di Muara Tebo 
pada tanggal 9 - f:1 - 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tebo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 6 


